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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap tahap pergantian rezim selalu mengandung harapan-harapan baru 

berupa kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemerintahan 

sebelumnya. Jatuhnya orde lama yang digantikan orde baru, yang ditandai 

dengan ikut sertanya teknokrat dari dunia akademis di pemerintahan, pada 

mulanya membawa angin segar dan harapan baru dalam kehidupan politik di 

Indonesia. Namun akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran dalam 

menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, pada akhirnya Orde baru terseret 

dalam peraktek-peraktek pemerintahan pragmatis dan otoriter. Akibatnya 

hukum ditundukkan untuk mengabdi kepada sistem kekuasaan refresif 
1
. 

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek 

maladministrasi, antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga 

diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi 

terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, jujur, 

bersih, terbuka, bebas dan adil terkendali. Praktik Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme sangat sulit untuk dihilangkan, sehingga hal ini menyebabkan 

masyarakat semakin sukar untuk memperoleh pelayanan sesuai degan haknya 

sebagai seorang warganegara. Bentuk dari kekecewaan tersebut mendorong 

masyarakat, khususnya mahasiswa dan kaum terpelajar, untuk melakukan 
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gerakan reformasi pada tahun 1998 yang terjadi hampir diseluruh plosok 

daerah di Indonesia 
2
. 

Derap reformasi yang mengawali lengsernya Orde Baru pada awal 

tahun 1998 pada dasarnya merupakan gerak kesinambungan yang 

merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis 

bertekad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai 

dasar tersebut antara lain berupa sikap transparansi dan aspiratif dalam segala 

pengambilan keputusan politik, pers yang bebas, sistem pemilu yang jujur dan 

adil, pemisahan TNI dan Polri, sistem otonomi daerah yang adil, dan prinsip 

good governance yang mengedepankan profesionalisme birokrasi lembaga 

ekskutif, keberadaan badan legislative yang kuat dan berwibawa, kekuasaan 

kehakiman yang indevenden dan impartial, partisipasi masyarakat yang 

terorganisasi dengan baik serta penghormatan terhadap supremasi hukum 
3
.  

Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya reformasi, akan diikuti 

pula dengan perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, social, 

ekonomi, maupun kultural. Perubahan struktur, kultur, dan paradigma birokrasi 

dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi begitu mendesak untuk segera 
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dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap 

terjadinya krisis multidimensial yang tengah terjadi saat ini 
4
. 

Sejalan dengan itu, para penikmat kekuasaan identik dengan apa yang 

ditulis Joel Hellman (World Politics, 1998) sebagai para pemenang “pertama”. 

Pemenang pertama adalah mereka yang berhasil merebut kekuasaan 

demokratis dari rezim otoriter dan selanjutnya memebelokkkan agenda 

demokratisasi. Mereka adalah pemenang di awal reformasi, di tengah mereka 

memutar haluan, mereka mampu membangun legitimasi atas kekuasaannya, 

selanjutnya mereka berhianat. Di awal reormasi mereka tampil sebagai 

pembela demokrasi, setelah rezim otoriter tumbang mereka menghalangi 

konsolidasi demokrasi. Para pemenang pertama adalah actor-aktor yang kotor, 

karena itu, mereka tak layak untuk dipertahankan memegang kekuasaan atas 

nama rakyat 
5
.  

Salah satu alasan dari diadakannya reformasi adalah diharapkan adanya 

perubahan mental kultur birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Keinginan ini kemudian menjadi dorongan berbagai kalangan 

masyarakat untuk mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang 

mengawasi kinerja pemerintahan. Seperti Indonesian corruption watch. Sistem 

pengawasan eksternal yang dilakukan oleh berbagai LSM, mahasiswa dan 

komponen demokrasi lainnya memiliki fungsi terbatas sebagai lembaga yang 
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tidak secara langsung berpengaruh terhadap struktur birokrasi dan kekuasaan. 

Pada saat yang sama, lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan internal juga tidak bekerja secara maksimal. Bahkan bertindak 

tidak lebih sebagai alat justifikasi dan pelindung pejabat publik yang malah 

melakukan penyimpangan.
6
 

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang 

berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 

negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang 

Maha Esa,  kemanusiaan yang adil dan beradab,  persatuan Indonesia, dan 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia” 
7
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Satu isu penting yang juga pernah mengemuka dalam sidang tahunan 

MPR RI pada tahun 2002 adalah desakan agar pemerintah Indonesia 

melakukan reformasi lembaga pemerintahan atau yang lebih popular disebut 

reformasi birokrasi. Tuntutan reformasi dalam lembaga pemerintahan untuk 

bangsa Indonesia sangat wajar mengingat kinerja lembaga pemerintahan 

menjadi parameter penting utnuk mengukur sejauh mana pelayanan umum 

sebuah rezim. Oleh Karen itu performa lembaga pemerintahan maupun 

lembaga kenegaraan (termasuk pengadilan) diukur dengan melihat seberapa 

baik kwalitas pelayanan umum yang diberikan oleh masing-masing lembaga 

tersebut kepada masyarakat 

Seperti yang telah kita ketahui, birokrasi pemerintah merupakan good 

governance yang paling tua karena sudah terlibat dalam praktik good 

governance sejak lahirnya Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

demikian maka birokrasi pemerintah memiliki peran yang strategis dalam 

reformasi praktik governance. Perubahan pada birokrasi tentu memiliki 

dampak yang sangat berarti dalam praktik governance.
8
 

Pembentukan komisi ombudsman Nasional (Ombudsman) di Indonesia 

dilatarbelakangi oleh suasana transisi menuju demokrasi. Pada saat itulah Gus 

Dur (Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden RI memutuskan membentuk 

ombudsman sebagai lembaga yang diberi wewenang mengawasi kinerja 

pemerintahan (termasuk dirinya sendiri) dan pelayanan umum lembaga 

                                                 
8
Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance Melealui Pelayanan Publik, 

(Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008)  Cet. ke-3 , h. 37.      



 

6 

 

peradilan. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan 

penyelenggara negara maupun pemerintah,Termasuk memiliki kewenangan 

dalam mengawasi  pelayanan publik yang diselenggarakan badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan 

swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Ombudsman bersifat independen dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya yang mengandung azas kebenaran, keadilan, non diskriminasi, 

tidak memihak, transparansi, keseimbangan dan kerahasiaan 
9
. 

Memang pada awalnya ada perubahan dari rencana semula, karena 

Keppres Nomor 155 Tahun 1999 yang semestinya dimaksudkan mejadi 

landasan hukum pembentukan Ombudsman justru “bebelok” menjadi Tim 

Pengkajian pembnetukan Lembaga Ombudsman. Perubahan tersebut 

menunjukkan bahwa pada awalnya tampak seperti ada keraguan dari orang-

orang sekitar Gus Dur apakah dalam kondisi politik saat itu, tanpa dipersiapkan 

sedemikian rupa, Ombudsman dapat efektif dalam menjalankan 

pengawasannya. Namun secara substansial Gus Dur tidak pernah menolak 

pembentukan Ombudsman yang telah ia persiapkan bersama Marzuki 

Darusman dan Antonius Sujata. Akhirnya pada tanggal 10 maret 2000 
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dikeluarkanlah Keppres (pengganti) Nomor 44 Tahun 2000 tentang 

pembentukan Komisi Omudsman Nasional. 

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun diangkat melalui 

keputusan Presiden, Ombudsman memang tidak “takut” berbeda pendapat 

dengan Gus Dur sebagai Presiden kala itu. Sikap tersebut ditunjukkan para 

anggota Ombudsman pada saat terjadi polemic berkepanjangan dalam 

pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Sat itu Gus Dur sebagai Presiden tidak 

berkenan menetapkan dan mengangkat satu dari dua orang calon Ketua 

Mahkamah Agung yang diusulkan DPR. Dalam hal ini, Ombudsman 

menegaskan berbeda pendapat dengan Gus Dur dan menyatakan behwa 

berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya 

pasal 8 ayat (1), yang pada dasarnya bersifat imperatif, maka semestinya Gus 

Dur selaku Presiden waktu itu dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara 

wajib menentukan salah satu dari dua calon yang telah diusulkan oleh DPR, 

Karena pasal tersebut tidak memberikan alternatif tindakan lain yang dapat 

dilakukan Gus Dur sebagai Presiden. Oleh karena itu kemudian Ombudsman 

memberikan rekomendasi yang isinya menyarankan agar Gus Dur selaku 

Presiden memilih dan menetapkan salah satu dari dua calon yang sudah 

diusulkan oleh DPR. Dan ternyata Gus Dur mengikuti saran Ombudsman , 

dengan demikian selesailah polemik yang berkepanjangan di masyarakat. 

Ombudsman sebagai lembaga independen yang bersifat mengawasi 

diharapkan tetap pada komitmen awal pembentukannya yaitu memberi 
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dorongan agar pekerja publik mampu menjalankan fungsinya dengan baik. 

Bagaimanapun Ombudsman sebagai institusi pengawasan tetap berjalan di 

tempatnya agar penyelenggara negara yang memperoleh dorongan 

Ombudsman segera berjalan cepat menuju ke arah pemerintahan yang lebih 

baik (good government)
10

.   

Lembaga Ombudsman RI dibentuk agar penyelenggaraan pelayanan 

public kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut, dan benar. 

Karena itu, Ombudsman RI mengemban fungsi mengawasi penyelenggaraan 

Negara dan pemerintahan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat 

berlangsung dengan lancar, jujur, transparan, bersih srta bebas dari KKN. 

Dengan demikian tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat akan 

ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara, baik yang 

langsung maupun melalui Ombudsman. Karena itu, sangatlah relevan kemauan 

politik yang dimiliki oleh DPR RI dan Pemerintah untuk membuat UU 

Ombudsman RI sekaligus membentuk lembaga Ombudsman RI.
11

  

Good governance adalah cita-cita yang menjadi visi setiap ombudsman 

di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Oleh Karena itu, prinsip-prinsip 

umum good governance juga menjadi parameter penilaian ombudsman dalam 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Negara. Menurut hardijanto 

pengertian good governance mengandung makna yang lebih luas yaitu sebagai 
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proses pemerintahan, karena di dalamnya mencakup mekanisme pengelolaan 

sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan 

Dalam perkembangan selanjutnya Komisi  Ombudsman atau sekarang 

hanya disebut dengan Ombudsman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, dengan demikian lembaga ini merupakan 

lembaga Negara yang dibentuk melalui Undang- Undang. 

Namun seiring dengan berjalannya waktu yang sudah hampir Empat 

belas tahun sejak Ombudsman didirikan sejak pertama kali, masyarakat tidak 

begitu memahami Ombudsman itu sendiri. sehinga Komisi Ombudsman 

terkesan berjalan di tempat. 

Ombudsman yang bertugas mengawasi seluruh kebijakan publik, 

tentunya bukan sekedar lembaga Negara saja, secara konstitusional tidak 

dijelaskan kedudukan ombudsman di Negara ini, terkait dengan trias politika 

yakni legislative,eksekutif, dan yudikatif. 

Ketika para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yakni Ketua dan para Anggota Dokoritzu Zyunbi 

Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 

membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas 

pemencaran kekuasaan, yakni adanya fungsi-fungsi legislative, eksekutif, dan 

yudikatif tetap tercantum di dalamya di samping kekuasaan-kekuasaan lain 
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yang dulu disebut lembaga tinggi Negara, yang setelah perubahan disebut 

lembaga Negara saja 
12

 

Berdasarkan   hal-hal   tersebut   diatas,   maka   kemudian   bagaimana 

seharusnya lembaga ombudsman ditempatkan dalam struktur kelembagaan 

Negara. Dalam hal ini apakah ombudsman merupakan perpanjangan tangan 

(bagian) dari suatu lembaga negara tertentu seperti DPR, presiden dan lain- 

lain.  Ataukah  sebagai  lembaga  teresendiri  yang  berada  diluar  lembaga- 

lembaga  yanga  ada.  Selanjutnya,  jika  di  tinjau  dari  sistem  perlindungan 

hukum bagi rakyat, maka pertanyaan yang muncul adalah dimanakah 

kedudukan ombudsman dalam sistem perlindungan hukum bagi rakyat di 

Indonesia dan apa fungsi-fungsi yang harus dijalankan. 

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik 

dengan Komisi Ombudsman yang telah ada namun tidak banyak yang 

mengetahuinya dan akan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah dengan 

judul “PERANAN DAN KEDUDUKAN OMBUDSMAN RI DALAM 

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (LAW ENFORCEMENT) 

PRESEPEKTIF HUKUM TATA NEGARA”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari masalah pokok 

permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini pada, Peranan dan 
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Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum (Law 

Enforcement) di Indonesia Presepektif Hukum Tata Negara. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tulisan ini, penulis dapat merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peranan Ombudsmaan Republik Indonesia dalam penegakan 

hukum (law Enforcement) analisa faktor undang-undang di Indonesia ?  

2. Bagaimanakah kedudukan Ombudsman dalam pembagian kekuasaan  

menurut Hukum Tata Negara?   

 

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan   

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :  

a. Untuk mengetahui dan memahami peranan Ombudsman Republik 

Indonesia dalam dalam penegakan hukum (law inforcement) di 

Indonesia.  

b. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan Ombudsman Republik 

Indonesia dalam pembagian kekuasaan presepektif Hukum tata Negara.  

Selain untuk mencapai tujuan, penulisan ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat secara umum yaitu bagi perkembangan kemajuan hukum di 

Indonesia khususnya Hukum Tata Negara.  
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2. Manfaat Penelitian 

Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :  

1. Secara teoritis  

a. Hasil penelitian yang akan  dituangkan dalam skripsi ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia 

khususnya ilmu hukum Tata Negara.  

b. Untuk refererensi kepustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, dan hedaknya juga menjadi acuan bagi pembaca dan 

peneliti berikutnya. 

c. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (SH) pada fakultas syari’ah dan ilmu hukum UIN SUSKA 

Riau. 

2. Secara praktis  

Penelitian yang tertuang dalam penulisan skripsi ini diharapkan 

bermanfaat bagi praktisi hukum di Indonesia terutama bagi para 

pelaksana Ombudsman di Indonesia, ahli Hukum Tata Negara, aparatur 

pemerintahan khususnya dalam hal birokrasi dan administrasi, sehingga 

dapat memperbaiki kinerja kerja para aparatur pemerintahan tersebut 

demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari berbagai praktek Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme.  
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E. Metode Penelitian  

Penelitian Hukum Menurut Soerjono Soekanto: 

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang 

bersangkutan”
13

.  

Hal-hal yang berkaitan dalam metode penelitian pada penulisan skripsi 

ini antara lain:  

1. Jenis penelitian   

Dalam metode penelitian hukum dikenal ada dua jenis penelitian 

yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum,dan efektivitas 

hukum (kaidah hukum,penegak hukum,sarana atau fasilitas,kesadaran 

hukum masyarakat) dan penelitian perbandingan hukum.Sedangkan 

penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-

doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum
14

.  
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Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum 

normatif dimana dilakukan penelitian terhadap studi kasus yang kemudian 

membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari 

berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif,yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku 

berupa doktrin dan asas dalam ilmu hukum.Penelitian Normatif mencakup 

a. Penelitian Terhadap Asas-asas hukum;  

b. Penelitian inventarisasi hukum positif;  

c. Penelitian terhadap sistematika hukum;  

d. Penelitian taraf sinkronasi vertical dan horizontal;  

e. Penelitian hukum inconcrito;  

f. Penelitian hukum klinis;  

g. Penelitian sejarah hukum;  

h. Penelitian perbandingan hukum.  

Penelitian hukum normatif dalam penulisan skripsi ini dilakukan 

dengan membahas penelitian terhadap 

a. Asas-asas hukum,yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk 

menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku, 

penelitian tipe ini lazim disebut study dogmatic atau penelitian doctrinal 

(doctrinal research). Untuk penelitian asas hukum tersebut, dapat 

memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif dan 

eksperimental. Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu 
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yang meliputi: (1). Penjelasan tentang masa lampau, (2) penjelasan 

tentang apa yang sedang berlangsung/berlaku, dan (3) penjelasan tentang 

masa yang akan datang. 

b. Penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan terhadap 

peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya 

adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar 

hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek 

hukum. Penelitian ini penting artinya. Sebab, masing-masing pengertian 

pokok/dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum. 

Sebgai contoh, pengertian pokok/dasar “peristiwa hukum” yang  

mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan 

kejadian, dan prilaku atau sikap tindak. Apabila dikembangkan keadaan 

kejadiaan tersebut. 

c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum,yang menjadi objek penelitian 

adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau 

serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua factor, yaitu 

(a) vertical, dan (b) horizontal 
15

. 

Penelitian yuridis normatif terhadap ketiga aspek tersebut diatas, 

namun lebih menekankan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu 

aturan-aturan yang berkaitan dengan peran dan efektivitas dari Ombudsman 

di Indonesia. 

                                                 
      

15
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 20014), Cet. ke-5, h. 24 
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2. Sifat Penelitian   

Sifat penelitian dalam penulisan skrifsi ini adalah deskriftip, yang 

dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang 

terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data 

seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali 

berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Dalam penulisan ini hal tersebut 

dilakukan dengan memperhatikan   

3. Sumber Data Penelitian   

Data adalah bahan yang dipakai dalam suatu penelitian.Data 

sangat berperan penting dalam suatu penelitian demi penemuan 

terbaru.Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu data 

primer dan data skunder.Data primer adalah data yang diperoleh peneliti 

langsung dari sumber pertama,yakni perilaku individu dan masyarakat. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber 

pertama.data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,buku-

buku,hasil penelitian, laporan, makalah, surat kabar dan lain-lain.  

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data 

Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama secara 

langsung,yang meliputi bahan hukum Primer,bahkan hukum sekunder 

dan bahan hukum Tertier.  

3.1. Bahan Hukum Primer adalah semua Undang-Undang yang terkait 

dengan Ombudsman.  
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3.2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan 

tentang bahan hukum Primer,yaitu semua dokumen yang merupakan 

sumber informasi dan bahan referensi yang berhasil dari media cetak 

dan media masa. Contohnya buku,artikel-artikel yang termuat dalam 

internet,koran dan majalah.  

3.3. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder,bahan hukum tertier seperti kamus,ensiklopedia dan 

lain sebagainya.  

4. Tehnik pengumpulan data  

Tehnik pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data 

dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dilakukanlah study pustaka 

atau penelitian keperpustakaan. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan 

menelaah buku-buku,artikel-artikel ilmiah dan peraturan perundang-

perundangan yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang ada pada 

skripsi ini.  

5. Analisis data   

Penelitian sosial umumnya mengenal dua macam analisa data 

yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.Analisi kualitatif sering 

disebut dengan analis penelitian yang mencari informasi sedalam-

dalamnya dan sebanyak-banyaknya tentang aspek yang diteliti,dan 

mengkaji objek secara utuh.Sedangkan analisis kuantitatif pada dasarnya 
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penyorotan terhadap usaha pemecahan yang dilakukan dengan upaya-

upaya yang banyak didasarkan pada aspek pengukuran yang ketat yang 

dilakukan dengan memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur 

tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin 

ruang lingkupnya.  

Penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi ini tidak 

hanya mengumpulkan data,dalam penulisan skripsi ini data yang telah 

diperoleh kemudian di analisis.Berdasarkan sifat penelitian yang 

menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis maka analisis 

yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu 

menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I. Bab pertama ini Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar 

belakang yang merupakan alasan mengapa penulis mengangkat 

masalah ini sebagai bahan penelitian untuk kemudian dituangkan 

dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang, pada bab ini juga 

berisikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian 
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penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. Bab kedua ini memuat tinjauan secara umum tentang Ombudsman 

Di Dunia, KON (Komisi Ombudsman Nasional),  Ombudsman 

Indonesia, Pengertian, Fungsi dan Penegakan Hukum (Law 

Enforcement) di Indonesia. 

BAB III. Bab ketiga ini Menguraikan tentang teori Negara hukum, teori 

pembagian kekuasaan menurut pendapat ahli dan pembagian 

kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar  Negara Republik 

Indonesia 1945 .dan Teori kewenangan presepektif Hukum Tata 

Negara. 

BAB IV. Bab keempat ini memuat hasil penelitian tentang Peranan 

Ombudsman dalam penegakan hukum di Indonesia serta 

Kedudukan Ombudsman di Indonesia Presepektif hukum tata 

Negara,meliputi teori trias politika dan good governance 

(Pemerintahan yang baik). 

BAB V. Bab kelima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran, bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. 

Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas 

dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini 

merupakan hasil akhir atau jawaban atas rumusan masalah yang 

telah dipaparkan. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan 
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maka penulis mengajukan saran-saran yang merupakan usulan 

terhadap kekurangan dikesimpulan dan pembahasan, saran ini 

diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan kemajuan 

Hukum Tata Negara di Indonesia. 

 

 


